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ABSTRAK 

 

Musdalifah. 105 251 1073 20. 2024. Analisis Efektivitas Mediasi Dalam 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama 

Makassar). Dibimbing oleh Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H dan Andi Muhammad 

Aidil, S.H., M.H. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana Proses Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah dan 

bagaimana Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Penelitian ini 

dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh didapatkan bahwa dari tahun 2019 

hingga 2023 ada sekitar 31 sengketa yang diterima di pengadilan agama 

Makassar. Namun dari 31 sengketa, hanya 4 sengketa saja yang berhasil di 

mediasi dan sisanya gagal di mediasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada Tahapan Pramediasi: 

Pertama, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan kepada para pihak 

mengenai mediasi. Kedua, para pihak menandatangani formulir penjelasan 

mediasi. Ketiga, para pihak memilih mediator. Sedangkan  Pada Tahapan Proses 

mediasi: Pertama, para pihak bertemu dengan mediator untuk membuat jadwal 

mediasi. Kedua, pada pertemuan selanjutnya para pihak menyerahkan resume 

perkara kepada mediator lalu mediator melakukan mediasi dengan mendiskusikan 

berbagai topik permasalahan yang dialami para pihak selama diskusi. Ketiga, 

ketika proses mediasi selesai, maka selanjutnya mediator akan menangkap 

kesimpulan dari mediasi yang telah dilakukan. Keempat, selanjutnya melaporkan 

hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk di proses lebih 

lanjut. (2) Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

Mediasi di Pengadilan Agama Makassar itu efektif apabila ditinjau dari segi 

prosedur jika mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak efektif dari segi hasil karna 

banyaknya sengketa ekonomi syariah yang tidak berhasil di mediasi. Tidak 

efektifnya mediasi karena adanya beberapa faktor yang tidak diteliti dan tidak 

mencari solusi dari beberapa faktor tersebut yang menyebabkannya mediasi itu. 

 

 

Kata kunci: Mediasi, Sengketa ekonomi syariah, Efektivitas. 

 

 

 



 
 

viii 
 

ABSTRACT 

 

Musdalifah. 105 251 1073 20. 2024. Analysis of the Effectiveness of 

Mediation in Sharia Economic Dispute Resolution (Case Study of the Makassar 

Religious Court). Supervised by Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H and Andi 

Muhammad Aidil, S.H., M.H. 

This research uses a qualitative method, which aims to find out how the 

Mediation Process is in Sharia Economic Disputes and how effective Mediation is 

in Sharia Economic Disputes. This research was carried out at the Makassar 

Religious Court. 

Based on the data obtained by researchers, it was found that from 2019 to 

2023 there were around 31 disputes received in the Makassar religious courts. 

However, of the 31 disputes, only 4 disputes were successful in mediation and the 

rest failed in mediation. 

The research results show that (1) At the Premediation Stage: First, the 

chairman of the panel provides an explanation to the parties regarding mediation. 

Second, the parties sign a mediation explanation form. Third, the parties choose a 

mediator. Meanwhile, at the stages of the mediation process: First, the parties 

meet with the mediator to make a mediation schedule. Second, at the next meeting 

the parties submit a resume of the case to the mediator and then the mediator 

carries out mediation by discussing various problem topics experienced by the 

parties during the discussion. Third, when the mediation process is complete, the 

mediator will then draw conclusions from the mediation that has been carried out. 

Fourth, then report the results of the mediation to the panel of judges examining 

the case for further processing. (2) The effectiveness of mediation in resolving 

sharia economic disputes. Mediation at the Makassar Religious Court is effective 

if viewed from a procedural perspective if mediation has been carried out, but is 

not effective in terms of results because many sharia economic disputes are not 

successful in mediation. The ineffectiveness of mediation is due to several factors 

that were not researched and solutions were not sought for these factors which 

caused the mediation. 

 

 

 

Keywords: Mediation, Sharia economic disputes, Effectiveness.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Ekonomi Islam biasa disebut sebagai ekonomi syariah yang berkembang 

dengan pesat di Indonesia yang ditandai dengan keluarnya ketentuan dibidang 

ekonomi syariah.
1
 

Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang berakar pada prinsip-

prinsip Islam yang tercantum dalam hukum syariah. Dalam prinsip-prinsip Islam  

ini melarang riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), serta 

investasi dalam sektor-sektor yang diharamkan menurut ajaran Islam. Meskipun 

prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil dan beretika, 

namun sengketa tetap merupakan bagian dari realitas dalam dunia ekonomi yang 

kompleks.  

Sengketa timbul karena berbagai faktor dan alasan yang menyebabkan 

perbedaan dalam interpretasi hukum syariah, ketidakcocokan dalam kontrak atau 

perjanjian yang berlandaskan pada syariah, perbedaan pandangan tentang keadilan 

dalam pembagian hasil (bagi hasil), dan masalah teknis atau administratif dalam 

transaksi syariah.  

Salah satu sengketa yang sering terjadi ialah sengketa ekonomi syariah 

terkait dengan akad atau kontrak yang melibatkan lembaga keuangan syariah 

seperti bank syariah, asuransi syariah, atau lembaga keuangan mikro syariah. Jenis 

                                                           
1
 Khotibul umam, hukum ekonomi Islam, dinamika dan perkembangan di Indonesia 

(Yogyakarta instan: Lib,2009), h. 1. 



2 
 

 
 

sengketa timbul dikarenakan adanya perbedaan interpretasi mengenai syarat-

syarat kontrak, tingkat bagi hasil atau margin, penentuan denda atau kompensasi 

atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan produk atau layanan syariah.  

Sengketa juga dapat timbul antara lembaga keuangan syariah dan nasabah 

terkait dengan pengelolaan dana investasi, pembiayaan, atau layanan lainnya. 

Contohnya ketidaksepahaman terkait pembagian keuntungan atau kerugian dalam 

akad mudharabah atau musharakah, atau terjadi sengketa terkait proses pencairan 

dana atau pembayaran kewajiban.  

Di samping itu, sengketa ekonomi syariah juga bisa melibatkan perusahaan 

atau bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh 

terdapat sengketa terkait kontrak kerjasama atau joint venture, pembagian laba 

atau rugi, atau pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

ekonomi syariah.  

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk 

memastikan kelangsungan dan memperkuat kepercayaan dalam sistem ekonomi 

syariah. Bersamaan dengan pertumbuhan pesat ekonomi syariah, penyelesaian 

sengketa juga semakin menjadi perhatian yang penting. 

Umumnya ada dua jenis mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu melalui 

jalur litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui 

jalur pengadilan, sementara non-litigasi melibatkan berbagai metode alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, arbitrase, dan lainnya. 

Perlu diingat bahwa sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui 

berbagai mekanisme, termasuk mediasi. Di dalam mediasi, seorang mediator yang 
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berperan sebagai pihak netral akan membantu memfasilitasi dialog antara pihak-

pihak yang terlibat dalam sengketa dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah 

sebagai dasar dalam proses tersebut. Proses ini mendorong para pihak untuk 

berkomunikasi secara jujur dan terbuka, serta saling mendengarkan, berusaha 

mencari solusi bersama yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bersama. 

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi 

dalam sengketa ekonomi syariah, memiliki berbagai keunggulan dalam berbagai 

aspek. Pertama, mediasi adalah pendekatan kolaboratif dimana mediator berfungsi 

sebagai fasiliator dalam upaya mencari solusi bersama, bukan sebagai hakim yang 

memberikan putusan. Ini menciptakan kerjasama di antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam sengketa sehingga mempermudah tercapainya kesepakatan yang 

saling menguntungkan dan adil berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. 

Kedua, proses mediasi berjalan dalam suasana yang relaks dan terbuka. 

Para pihak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung, saling 

mendengarkan, dan berusaha mencapai pemahaman bersama. Ini memberikan 

kesempatan bagi pihak-pihak untuk mengungkapkan kepentingan dan 

kekhawatiran mereka secara lebih mendalam. Oleh karena itu, masalah inti dapat 

diindentifikasi dan diselesaikan dengan lebih efektif. 

Ketiga, mediasi memungkinkan penyelesaian sengketa dengan lebih cepat 

dibandingkan dengan proses pengadilan. Sebagai mekanisme alternatif, mediasi 

tidak terikat pada jadwal pengadilan formal yang sering memakan waktu 

berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa situasi, mediasi 

dapat menyelesaikan sengketa dalam beberapa minggu atau bulan, yang 
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menghasilkan penghematan waktu dan biaya lebih efisiens bagi pihak yang 

terlibat.  

Keempat, kerahasiaan mediasi berfungsi sebagai perlindungan terhadap 

privasi dan kehormatan para pihak yang terlibat dalam bersengketa. Isi mediasi 

tidak dibuka kepada pihak lain atau dijadikan catatan publik, sehingga mencegah 

terjadinya konflik yang lebih luas atau kerusakan reputasi. 

Terakhir, mediasi memberikankan kesempatan bagi pihak-pihak yang 

terlibat dalam sengketa untuk membangun hubungan yang lebih baik di masa 

depan. Dalam banyak situasi, sengketa dapat merusak hubungan bisnis atau 

personal, namun melalui mediasi, pihak-pihak dapat mencari solusi bersama yang 

memulihkan kepercayaan dan membawa kedamaian. 

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki mediasi sebagai mekanisme 

penyelesaian sengketa non-litigasi dalam ekonomi syariah. Sangat penting bagi 

para pihak yang terlibat untuk terbuka terhadap pendekatan ini dan 

memprioritaskan semangat musyawarah dalam mencari solusi yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum islam. 

Di Indonesia saat ini, mediasi melalui lembaga peradilan diatur oleh 

peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 

pengadilan melalui peraturan tersebut.
2
 Termasuk dalam perkara ekonomi syariah 

di pengadilan agama Makassar. 

Pengadilan Agama Makassar merupakan pengadilan agama yang berada di 

Makassar yang bertugas mengawasi, menghakimi, dan memutuskan suatu perkara 

                                                           
2
 Liliek Karmilah, “Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa di Pengadilan 

Agama” Jurnal perspektif XV, no.1 (2010), h. 51. 
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yang menjadi tanggung jawab pengadilan, termasuk salah satunya sengketa 

ekonomi syariah.  

Berdasarkan catatan peneliti dari data 5 tahun terakhir mengungkapkan, 

antara tahun 2019 hingga 2023 terdapat sekitar 31 sengketa ekonomi syariah yang 

di mediasi. Tahun 2019 sebanyak 6 perkara pada sengketa ekonomi syariah yang 

di mediasi, Tahun 2020 6 perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan di 

mediasi, 4 perkara yang di mediasi pada tahun 2021, 5 perkara pada tahun 2022, 

dan 10 perkara yang di mediasi pada tahun 2023.  

Hai ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti berdasarkan uraian di atas 

mengenai efektivitas mediasi mengenai sengketa ekonomi syariah yang sedang 

terjadi di pengadilan agama Makassar. Oleh karena itu peneliti terpacu untuk 

melakukan penelitian mendalam dengan menentukan judul "Analisis Efektivitas 

Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan 

Agama Makassar)" 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengadilan Agama Makassar melakukan proses mediasi dalam 

sengketa ekonomi syariah? 

2. Bagaimana Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Makassar dalam 

sengketa ekonomi syariah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang sejalan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Pengadilan Agama Makassar Melakukan proses Mediasi 

dalam Sengketa Ekonomi Syariah. 

2. Untuk Mengetahui Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Makassar 

dalam Sengketa Ekonomi Syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi mahasiswa pemahaman 

tentang seberapa efektif penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan bahwa penelitian penulis memiliki kesempatan untuk 

mendalami dan memahami lebih dalam tentang tentang seberapa efektif 

penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi. 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan masukan 

bagi masyarakat secara keseluruhan serta kepastian hukum bagi masyarakat, 

sehingga mereka merasa didukung dan dilindungi oleh sistem hukum yang 

berlandaskan pada nilai-nilai Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sengketa Ekonomi Syariah 

1. Definisi sengketa ekonomi syariah 

Ada 2 bagian sengketa ekonomi syariah yaitu sengketa dan ekonomi 

syariah. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan sengketa sebagai sesuatu 

yang mengakibatkan perdebatan, konflik, pertengkaran, pertikaian, penghianatan, 

perkelahian, perlawanan dan lain sebagainya.
3
 Sengketa dapat muncul karena 

beberapa sebab, perselisihan dan perbedaan pemahaman di antara pihak-pihak 

yang ikut serta. Sengketa  timbul dalam bentuk perselisihan, yang biasanya 

merupakan dampak dari keluhan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok 

terhadap kelompok lainnya. Keluhan-keluhan tersebut ini dapat tercipta dalam 

bentuk pemikiran atau sentiment bahwa orang lain telah diperlakukan tidak adil, 

hak-hak mereka telah dilanggar dan sebagainya. Faktanya, keluhan-keluhan ini 

sering kali terkait dengan hal-hal lain yang menjadi pemicu terjadinya sengketa 

lebih lanjut.  

Jika digunakan dalam konteks hukum, khususnya yang berkaitan dengan 

hukum kontrak, istilah “sengketa” mengacu pada gangguan yang diakibatkan oleh 

pelanggaran terhadap persetujuan kontrak, baik secara keseluruhan atau sebagian. 

Dengan kata lain, salah satu atau kedua belah pihak telah melakukan perbuatan 

                                                           
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 1272. 
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melawan hukum atau wanprestasi.
4
 Menurut literatur lain, sengketa diartikan 

sebagai suatu peselisihan atau pertentangan yang mencuat dalam kehidupan sosial 

dan menimbulkan pertentangan antar individu, kelompok, atau organisasi yang 

berhubungan dengan objek permasalahan tertentu.
5
 

Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

“sengketa” dalam penelitian ini adalah suatu perselisihan pendapat yang timbul 

antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh putusan wanprestasi atau 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak sehubungan 

dengan penerapan ekonomi syariah. Sedangkan ekonomi syariah mengacu pada 

kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan tersebut 

meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, 

obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, 

pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, 

bisnis syariah, lembaga keuangan mikro syariah.  

Ekonomi syariah diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan 

oleh orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum 

atau bukan berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan 

non komersial sesuai dengan prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah Pasal 1 Ayat 1.  Menurut pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

(PERMA) 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi 

Syariah, ekonomi syariah diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan 

oleh orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan usaha yang berbentuk 

                                                           
4
 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: 

Rajawali Grafindo, 2010), h. 2. 
5
 DY Witanto, Hukum Acara Media (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2. 
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badan hukum atau tidak dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat non-

komersial dan komersial sesuai dengan prinsip syariah.
6
  

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang terapkan pada kegiatan 

ekonomi yang sesuai dengan syariah didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh 

badan yang mempunyai  wewenang dalam penentuan fatwa di bagian syariah 

dalam hal Dewan Syariah Nasioanl MUI. Bersumber pada penjelasan diatas, maka 

yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah pertikaian atau 

perselisihan antara pihak-pihak yang telah membuat akad syariah dalam bentuk 

kesepakatan, namun salah satu pihak mengingkar kesepakatan tersebut dalam 

pelaksanaannya dengan melakukan perlakuan melawan hukum atau wanprestasi.  

Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan yang berhubungan dengan 

urusan harta dan benda.
7
 Jika terjadi transaksi antara dua pelaku ekonomi, maka 

bisa terjadi aktivitas ekonomi. Namun demikian, pelaksanaan transaksi ini sekali-

kali dapat menimbulkan persengketaan di kemudian hari. 

Menurut penafsiran Undang-Undang Republik Indonesia ini, ekonomi 

syariah mencakup usaha yang dijalankannya berdasarkan prinsip hukum syariah 

yan terdiri dari bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana 

syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas 

syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan 

syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.
8
 

 

                                                           
6
 Mahkamah Agung, PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian 

Ekonomi Syariah, pasal 1. 
7
 Juhaya s. Pradja, Ekonomi Syariah(Bandung: Pustaka Setia. 2012), cet kesatu, h. 221 

8
 Ibid., h. 32 
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2. Sebab –sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah 

Tentu saja kemauan para pelaku usaha tidak selalu terkabul atau tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun sudah di atur dalam undang-undang 

atau meskipun para pelaku usaha telah menyepakati suatu perjanjian tersebut. 

Belakangan ini, ada alasan-alasan untuk mencabut perjanjian itu, walaupun pada 

awalnya tidak punya tujuan untuk melakukannya. Konflik ekonomi syariah timbul 

ketika ditemukan kekeliruan dalam cara pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. 

Biasanya alasan terjadinya sengketa ini adalah kekalahan pihak-pihak atau 

salah satu pihak tidak melakukan apa yang menjadi keharusan mereka dalam 

sengketa tersebut. Para pihak atau salah satu pihak telah memenuhi tujuan yang 

mereka sepakati, meskipun tidak sama persis seperti yang dijanjikan. Para pihak 

atau salah satu pihak memenuhi apa yang disepakati namun terlambat dan salah 

satu pihak atau kedua belah pihak melakukan sesuatu yang dilarang berdasarkan 

apa yang telah disepakati. Oleh sebab itu, ada satu pihak yang sadar jika dirugikan 

dan akibat tindakan tersebut..
9
 

Suatu perjanjian seseorang atau badan hukum telah mengadakan akad 

syariah dengan pihak yang lainnya, maka pihak-pihak tersebut sudah terjalin 

perikatan. Dengan demikian, berdasarkan hukum perdata, kesepakatan para pihak 

yang sudah dibenarkan akan memiliki kekuatan hukum bagi mereka yang 

membuatnya.
10

 

Oleh karena itu, kala kedua pihak baik perseorangan maupun badan hukum, 

melaksanakan suatu kontrak atau pejanjian bersumber pada prinsip syariah, salah 

                                                           
9
 Richard  Burton  Simatupang, Aspek  Hukum  dalam  Bisnis(Jakarta. Rineka Cipta. 

2003), h. 41. 
10

 Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata 
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satu pihak membantah ketentuan perjanjian atau melakukan perbuatan melawan 

hukum (wanprestasi) yang menyusahkan pihak lainnya, maka dari itu muncullah 

sengketa ekonomi syariah. 

Contohnya dalam sengketa perbankan syariah, ada salah seorang nasabah 

mengadakan suatu akad pinjam-meminjam pada salah satu bank syariah, misalkan 

bank syariah Indonesia (BSI) sebesar jumlah yang ditentukan dengan cicilan 

bulanan sesuai perjanjian. Satu atau dua bulan pertama cicilannya lancar, namun 

tidak pada bulan berikutnya. Nasabah tersebut tidak lagi membayar cicilan dengan 

berbagai macam alasannya seperti (cicilan macet). Akhirnya pihak bank syariah 

Indonesia merasa dirugikan. Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa 

ekonomi syariah karena melakukan wanprestasi. 

B. Mediasi 

1. Pengertian Mediasi 

Pernyataan “mediasi” selalu digunakan untuk mengatasi perselisihan yang 

bersifat horizontal atau vertical dan lain-lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia menggambarkan mediasi sebagai proses penggunaan pihak ketiga 

sebagai penasihat dalam penyelesaian suatu konflik. Menurut Kamus Hukum, 

mediasi diartikan sebagai suatu cara penyelesaian sengketa secara damai yang 

membutuhkan bantuan pihak ketiga atau penengah agar memperoleh penyelesaian 

yang bisa disetujui oleh kedua belah pihak.
11

 

Menurut Munir Fuady, mediasi diartikan sebagai metode penyelesaian 

untuk memecahkan suatu masalah melalui perundingan dengan dukungan pihak 

                                                           
11

 M. Marwan dan Jimmy. P, Op.cit., h. 47. 
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ketiga atau pihak netral yang tidak memihak, yang akan bekerja sama dengan 

pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua 

belah pihak.
12

  

Takdir Rahmadi mengatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian 

sengketa antara kedua belah pihak atau selebihnya melalui musyawarah mufakat 

atau perbincangan dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak dan tidak 

memiliki wewenang dalam mengambil keputusan.
13

 

Menurut Rachmadi Usman mendeskripsikan mediasi metode penyelesaian 

sengketa melalui non-litigasi yang menyangkut perbincangan dengan pihak ketiga 

yang tidak memihak atau netral dan impartial terhadap pihak-pihak yang 

bersengketa dan kedatangannya disepakati oleh mereka yang bersengketa.
14

 Dapat 

dirumuskan bahwa mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa secara 

damai dengan memohon bantuan pihak ketiga yang tidak memihak salah satu 

pihak yang bersengketa atau netral dan melengkapi persyaratan tertentu. Beberapa 

pandangan mencakup unsur dari penafsiran ini, yaitu: 

a. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa; 

b. Mediasi membutuhkan keikutsertaan pihak ketiga yang tidak memihak; 

c. Mediator atau pihak ketiga melengkapi persyaratan tertentu. 

Berbeda dengan metode penyelesaian sengketa lainnya, mediasi dianggap 

sebagai strategi yang paling cocok, sebab bertujuan untuk menyelesaikan 

perselisihan atau konflik secara damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. 

                                                           
12

 Munir Fuady, Op.Cit., h. 47. 
13

 Takdir Rahmadi, Mediasi. Penyelesaian Sengketa Melalui pendekatan Mufakat , 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 12.  
14

 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2013, h. 98-99. 
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Ada kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa boleh saja kembali ke 

kondisi awal tanpa adanya konflik, khususnya dalam hubungan bisnisnya yaitu 

dapat dilanjutkan dengan mencari solusi damai. 

Untuk mendamaikan kemauan pihak-pihak yang bersengketa melalui proses 

perundingan, mediasi menggunakan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak 

memihak (mediator). Pihak ketiga tersebut dianggap dapat mendapatkan solusi 

yang adil dan jujur.Untuk membantu menyelesaikan suatu sengketa, mediator 

harus: 

a. Memperhatikan inti permasalahan yang ada, dibandingkan kesalahan yang 

dibuat orng lain; 

b. Menghargai perbedaan pandangan; 

c. Mempunyai kemauan berbagi dan merasakan; 

d. Bekerja sama untuk menemukan solusi atas masalah yang ada.
15

  

Komponen berikutnya bagi seorang mediator adalah bahwa mereka 

memiliki kemampuan tertentu. Bisa jadi mencakup antara lain seperti bersikap 

jujur, adil, dan kepemimpinan. Sesseorang yang dihormati dalam keluarga, 

masyarakat, ataupun di lingkungan bisa bertindak sebagai mediator atau penengah 

untuk membantu menyelesaikan masalah yang muncul dalam situasi seperti ini. 

Karakter dan kepemimpinan ialah komponen penting yang dapat menjadi 

penengah bagi para pihak yang berselisih dengan memberikan beberapa solusi 

yang masuk akal. 

                                                           
15

 H. Sudiarto, Negoisasi, Mediasi, dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di 

Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, h. 38.  
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Karena banyak hal yang bisa jadi dipermasalahkan dan solusi yang 

ditemukan juga tidak selalu memuaskan para pihak, maka seseorang bisa 

melengkapi perannya dengan baik. Kepentingan kedua belah pihak yang 

bersengketa tidak sepenuhnya selaras, maka faktor kejujuran dan keadilan yang 

menjadi sangat penting. Mediator harus mempunyai rasa saling percaya dan 

mendapatkan ide bahwa selalu ada proses damai untuk menyelesaikan sengketa 

atau permasalahan. 

Sebagai cara penyelesaian sengketa secar alternatif dan diatur dalam 

undang-undang Nomor 30 tahun 1999 yang mengatur tentang arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa. Huala Adolf dan An mengatakan bahwa 

keputusan ini mengatur hal-hal yang sangat berpedoman dan patut untuk 

dipertimbangkan. Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti 

negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau upaya lain yang diputuskan sendiri oleh para 

pihak. Tapi, dalam undang-undang itu hanya memutuskan bahwa para pihak bisa 

menggunakan  penyelesaian sengketa dengan negoisasi, jika negoisasi gagal, 

maka para pihak harus memilih mediasi sebagai penyelesaian sengketanya. 

2. Mediasi dalam Islam 

Mediasi di dalam Islam telah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad 

SAW. Dalam surah al-Shulh, al-Ibrâ‟, al-Ishlâh, al-„Afw, dan al- Tahkîm biasanya 

digunakan dalam Islam dan dikaitkan dengan mediasi. Selain dari surah tersebut, 

lembaga peradilan adalah sebutan yang lebih bagus digunakan ketika 

menggabungkan mediasi ke dalam sistem lembaga peradilan. Dalam ranah 

peradilan agama, lembaga hakam berfungsi sebagai lex specialis (asas-asas 
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hukum). Ini menerapkan aturan hukum yang ditemukan sesuai firman Allah SWT 

dalam surah Al-hujurat ayat 9, dalam perkara syiqaq dengan alasan konflik yang 

semakin memuncak.  

Hal ini dijelaskan dalam surah al-hujurat/49 ayat 9 berikut ini: 

وَانِْ طاَۤى ِفتَٰهِ مِهَ الْمُؤْمِنيِْهَ اقْتتَلَىُْا فاَصَْلحُِىْا بيَْنهَمَُاۚ فاَنِْْۢ بغََتْ احِْدٰىهمَُا 

ِ فۖاَنِْ فاَۤءَتْ  ءَ الًِٰٰٓ امَْرِ اّللّٰ ً تفَيِْۤ عَلًَ الْْخُْرٰي فقَاَتلِىُا الَّتيِْ تبَْغِيْ حَتّٰ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيْهَ فاَصَْلحُِىْا بيَْنهَمَُا باِلْعَدْلِ وَاقَْ  سِطىُْا اۗنَِّ اّللّٰ  

Terjemahnya:  

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu 

melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 

perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 

Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 

hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang berlaku adil.”(QS. al-hujurat 49:9).
16

  

Ayat Al-Quran diatas menafsirkan bahwa umat Islam memiliki tanggung 

jawab untuk menyelesaikan perselisihan antara dua golongan kaum mukmin jika 

mereka menimbulkan peperangan. Oleh karena itu, makna Islam adalah 

kedamaian dan kedamaian adalah salah satu tujuan dalam Islam.
17

 

3. Karakteristik mediasi 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa masih sering dihubungkan 

dengan karakteristik dan manfaat. Berikut keunggulan alternative penyelesaian 

sengketa antara lain, yaitu:  

                                                           
16

 Al-Quran dan Terjemah, Kementrian Agama RI (Jakarta: Syāmil Qur‟an, 2012), h. 84 
17

 Abdul Halim Hasan, Tafsir Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006) cetakan-1, 568. 
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a. Relatif lebih murah dibandingkan alternatif yang lainnya; 

b. Para pihak yang bersengketa memiliki kecenderungan untuk menerima dan 

kepemilikan atas keputusan mediasi; 

c. Hal ini bisa membentuk landasan bagi pihak-pihak yang berbeda gagasan 

untuk secara individu menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul di 

kemudian hari. 

d. Adanya peluang untuk meneliti masalah-masalah yang menjadi inti 

persengketaan; 

e. Memunculkan gagasan agar saling mempercayai, sebagai cara mencegah 

permusuhan dan kebencian antara pihak yang bersengketa; 

f. Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 pasal 6, semua informasi yang 

diberikan dalam forum mediasi bersifat pribadi dan rahasia. 

Keunggulan yang disebutkan di atas bahwa pada dasarnya ide mediasi 

berdasarkan pada hal-hal berikut: 

a. Ingin mengakui kekurangan dan keburukan diri sendiri, serta mendengar 

dan menghormati kebaikan orang lain; 

b. Cara terbaik untuk membentuk ikatan di masa yang akan datang dengan 

menyelesaikan sengketa komersial melalui negoisasi yang bermanfaat; 

c. Suatu penyelesaian yang di rasa adil oleh salah satu pihak, belum tentu bisa 

diterima oleh pihak lain. Sebab para pihak-pihaklah yang tau dan paham 

tentang apa yang adil dan pantas bagi mereka.
18

 

Menurut Munir Fuady, adapun kekurangan atau kelemahan mediasi antara lain:  

                                                           
18

 M. Yahya Harahap,Op. cit., h. 228 
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a. Bisa jadi memerlukan waktu yang cukup lama; 

b. Proses penerapannya susah sebab cara penerapan putusan hanya seperti 

penerapan suatu kontrak dan keputusan. 

c. Para pihak untuk mengatasi sengketa sangat digantungkan dengan itikad 

baik. 

d. Apabila mediasi tidak dibekali tenaga dan ilmu yang layak, sampai-sampai 

tidak akan menghasilkan dampak yang baik 

e. Menimbulkan hasil yang bias ketika ada kemungkinan berita hukum yang 

penting dirahasiakan dari mediator dan lawyer atau pengacara yang tidak 

disangkut-pautkan dalam proses mediasi. 

Ada lima kekurangan dalam mediasi menurut Takdir Rahmadi. Salah 

satunya adalah bahwa mediasi hanya bisa dilakukan dengan efektif jika para 

pihak-pihak menggambarkan kemauan ataupun keinginan untuk menyelesaikan 

sengketa melalui kesepakatan. Mediasi tidak akan pernah terjadi, dan kalaupun 

terjadi, tidak akan pernah berhasil, apabila jika hanya salah satu pihak yang mau 

melakukan mediasi dan pihak yang satunya lagi tidak mau. Hal ini terutama 

terjadi ketika mediasi bersifat secara sukarela. 

4. Tujuan dan manfaat mediasi  

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah 

mediasi.
19

 Secara umum,  mediasi bertujuan untuk membereskan suatu 

perselisihan di antara pihak yang bersengketa dengan bantuan orang ketiga yang 

tidak membela, netral (mediator). Karena, mediasi pada umumnya meletakkan 

                                                           
19

 Mardalena Hanifah, perbandingan tugas mediator pada pengadilan agama indonesia 

dengan mahkamah syariah Malaysia, jurnal hukum acara perdata, vol.6 no 2, (Desember 2020), 

h.106. 
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semua pihak pada posisi yang tidak berbeda, tidak ada pemenang. Hal ini dapat 

mendukung pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. 

Kemauan dan keseriusan para pihak untuk menyelesaikan persengketaan 

mereka membentuk landasan model utama penyelesaian sengketa. Ada kala 

mereka memerlukan bantuan pihak ketiga untuk menciptakan keinginan dan itikad 

baik. Salah satu cara penyelesaian sengketa mengaitkan pihak ketiga adalah 

dengan mediasi. Manfaat mediasi dapat mencakup hal-hal berikut: 

a. Proses yang cepat: beberapa besar kasus yang ditangani oleh pusat-pusat 

mediasi publik bisa diselesaikan dalam sidang yang hanya memakan 

waktu sekitar 2 minggu hingga 3 minggu; 

b. Bersifat rahasia: Semua hal yang dibicarakan dalam pemeriksaan mediasi 

dirahasiakan, karena baik publik dan media apapun tidak diundang; 

c. Adil: dalam keadaan yang ditinjau melalui mediasi, landasan hukum tidak 

akan diterapkan, sebaliknya penyelesaian perbedaan pendapat bisa 

disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pihak; 

d. Hasil yang baik: para pihak-pihak yang bersengketa berhasil mendapat 

suatu hasil yang disepakati.
20

 

5. Prinsip-prinsip Mediasi 

Sepanjang masa, orang-orang dari kultur budaya dan agama sudah 

menanggapi mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa. data 

menunjukkan bahwa mediasi secara umum bukanlah prosedur yang asing dalam 

menyelesaikan sengketa di suatu masyarakat. Akan tetapi, terdapat variasi dan 

                                                           
20

 Mardalena Hanifah, perbandingan tugas mediator pada pengadilan agama indonesia 

dengan mahkamah syariah Malaysia, jurnal hukum acara perdata, vol.6 no 2, (Desember 2020), 

h.107. 



19 
 

 
 

teknik didalam konteks yang caranya sudah disesuaikan dengan budaya 

hukumnya di daerah tersebut.21
 

Mediasi biasanya dibedakan dengan adanya prinsip-prinsip tertentu yang 

menuntun pada proses mediasi hingga berjalan sebagaimana semestinya. Prinsip-

prinsip mediasi ini membedakan antara mediasi modern yang jelas tertata, 

sedangkan mediasi tradisional yang itu saja berasal dari adat dan kebiasaan sosial. 

Ada tiga prinsip yang diketahui dari  tiga filosofi dasar mediasi, yaitu sebagai 

berikut:
22

 

a. Prinsip Kerahasiaan (confidentiality) 

Prinsip kerahasianan ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam 

perjumpaan antara para pihak-pihak yang bersengketa yang dibuat oleh mediator 

dan pihak tidak boleh diberitakan kepada khalayak publik. Maka dari itu, mediator 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dalam proses mediasi dan 

hendaknya menghapus segala dokumen dokumen terkait mediasi yang telah 

dijalani dan berlangsung. Selain itu, dalam perselisihan yang diselesaikan melalui 

mediasi, mediator tidak bisa memberikan kesaksian. 

b. Prinsip Pemberdayaan (empowerment) 

Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa orang yang hadir ke mediasi 

memiliki keahlian untuk menegoisasikan perkara mereka secara individu serta 

dapat memperoleh kesepakatan yang mereka inginkan. 

c. Prinsip sukarela (volunteer) 
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Prinsip ini menyatakan bahwa tidak boleh ada tuntutan atau paksaan dari 

pihak manapun dan ketentuan masing-masing pihak untuk mengikuti mediasi 

yang harus didasarkan pada kemauan atau keinginan masing-masing juga. 

Ada sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi sistematis di 

pengadilan, hal ini tertuang dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Berikut sepuluh 

prinsip yaitu: Pertama, Mediasi harus dilaksnakan terlebih dahulu. Para pihak 

harus di mediasi terlebih dahulu sebelum hakim mengambil keputusan. Undang-

undang yang mengatur tentang mediasi di pengadilan akan dilanggar oleh hakim 

pemeriksa perkara jika ia tidak mengarahkan para pihak untuk melaksanakan 

mediasi sehingga tidak melaksanakan mediasi. Kedua, otonomi para pihak. 

Karena dalam mediasi, para pihak bisa memilih atau mencapai kesepakatan di 

antara mereka sendiri dengan adanya bantuan pihak ketiga yang tidak memihak 

atau netral sehingga memberikan kewenangan untuk memutuskan hasilnya 

sendiri.  

Ketiga, Mediasi dengan itikad baik. Mediasi adalah suatu prosedur 

penyelesaian sengketa yang mencakup musyawarah mufakat atau kesepakatan 

para pihak bisa berhasil jika dilandasi tujuan dalam menyelesaikan sengketa. 

Keempat, efisien waktu. Persoalan waktu yang merupakan faktor rumit dalam 

menyelesaikan suatu perkara. Waktu berpatokan pada kepastian hukum dan 

adanya sumber daya yang dimanfaatkan. Efisiensi waktu terkandung dalam 

PERMA No 1 Tahun 2016 yang mengatur pembatasan waktu bagi para pihak di 

dalam pembicaraan untuk menentukan mediator dari pilihan yang ada 

sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (6). Kelima, sertifikasi mediator. 



21 
 

 
 

PERMA No 1 Tahun 2016 mendorong terwujudnya mediator yang 

berpengalaman. Hal tersebut tampak dari adanya ketentuan bahwa pada dasanya 

"setiap orang yang melaksanakan fungsi mediator harus mempunyai sertifikat 

mediator yang diterima sesudah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh 

lembaga yang sudah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung Republik 

Indonesia." 

Keenam, Tanggung Jawab Mediator. Mediator mempunyai tanggung jawab 

dan tugas yang berkepribadian prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugas tersebut 

tampak dalam ketentuan pasal 14 PERMA No 1 Tahun 2016. Ketujuh, 

kerahasiaan. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigas yang 

bersifat terbuka untuk khalayak ramai. Tetapi berbeda dengan proses mediasi 

yang selalu tertutup untuk umum kecuali disetujui oleh para pihak atau kuasa 

hukum dan mediator yang boleh datang atau hadir dalam sidang mediasi, 

sedangkan pihak lain tidak boleh mengikuti mediasi kecuali memiliki izin dari 

pihak berperkara. Kedelapan, pembiayaan. Proses pembiayaan dalam bermediasi 

paling sedikit mencakup: ketersediaan ruang mediasi, bayaran mediator, biaya 

para ahli jika dibutuhkan, dan biaya kendaraan para pihak yang mendatangi 

pertemuan atau sidang mediasi. 

Kesembilan pengulangan mediasi. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyerahkan hak kepada hakim pemeriksa perkara 

untuk selalu mendukung para pihak mencapai kesepakatan meskipun proses 

mediasi tidak berhasil pada tahap awal atau sebelum penyidikan perkara dimulai. 

Hakim pemeriksa perkara langsung memediasi proses untuk perdamaian setelah 
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mencapai tahap pemeriksaan. Kesepuluh, kesepakatan perdamaian di luar 

pengadilan. Pengaturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menguraikan 

tentang konsep dan proses pemanfaatan mediasi dalam perkara perdata atau 

sengketa yang dikemukakan ke pengadilan (court-connected mediation). 

6. Peran dan funsi mediator  

Tanpa menarik keputusan atau memaksa para pihak untuk memperoleh 

sebuah penyelesaian, maka mediator adalah pihak ketigayang netral atau tidak 

memihak dan berguna untuk membantu para pihak dalam bernegoisasi guna 

mencari berbagai kesempatan penyelesaian sengketa. penting buat mediator untuk 

datang dalam situasi tersebut karena tugas mereka adalah membimbing dan 

memberikan amanat kepada para pihak untuk menyelesaikan persengketaan 

mereka yang menguntungkan maupun disepakati bersama. Para pihak yang 

bersengketa atau para pihak yang memiliki kewenangan tertentu bisa memilih 

seorang mediator untuk hadir selama proses mediasi.
23

  

Ada beberapa peran dan fungsi  lemah dan kuat. Sisi terlemah jika mediator 

menjalankan perannya sebagai berikut: 

a. Sebagai moderator diskusi rapat 

b. Orang yang menata pertemuan trsebut. 

c. Mendorong para pihak yang malu atau terbatas mengungkapkan 

pendapatnya. 

d. Mengendalikan perasaan para pihak. 
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e. Menjunjung hukum untuk membenarkan bahwa proses perundingan 

berjalan baik tanpa hambatan.
24

 

Selain sisi terlemahnya, adapula sisi terkuat mediator ketika ia menjalankan 

tugasnya dengan sebagai berikut: 

a. Menyusun dan mempersiapkan catatan rapat; 

b. Menciptakan jalan tengah atau kesepakatan antar pihak; 

c. Mengemukakan atau membantu para pihak mengenai perlunya 

penyelesaian, bahwa sengketa bukan untuk dimenangkan melainkan harus 

diselesaikan; 

d. Membuat dan mengusulkan alternatif yang tepat untuk memecahkan suatu 

masalah; 

e. Menolong para pihak untuk menguraikan solusi terhadap permasalahan; 

f. Membujuk para pihak untuk menyetujui usulan tertentu.
25

 

Gatot soemartono menyebutkan peran yang harus dilakukan oleh mediator, 

sebagai berikut 

a. Melakukan analisis terhadap konflik; 

b. Menentukan masalah dan kepentingan para pihak; 

c. Membuat agenda untuk mediasi; 

d. Melayani dan memperlancar komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat; 

e. Mengajar para pihak-pihak yang terlibat dalam proses negoisasi; 
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f. Membantu pihak-pihak dalam mengumpulkan informasi untuk melancarkan 

penyelesaian sengketa.
26

 

Adapun peran mediator lainnya, yaitu:  

a. Fasilitator Komunikasi. 

b. Memfasilitasi Penyelesaian. 

c. Membangun Kesepakatan.
27 

7. Mediasi sebagai alat alternative penyelesaian sengketa 

Mediasi merupakan salah satu pendekatan ADR untuk menyelesaikan 

persengketaan. Budaya Indonesia diketahui dengan pendekatan kooperatif dan 

kekeluargaan dalam proses penyelesaian masalah. Penggunaan alternative 

penyelesaian sengketa (ADR) dalam penyelesaian sengketa bukanlah konsep baru 

dalam hal norma budaya Negara tersebut. 

Lembaga penyelesaian permasalahan atau konflik dengan cara-cara yang 

telah diketahui oleh para pihak, seperti penyelesaian di luar pengadilan malalui 

konsultsi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, itulah pengertian 

Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam konteks tersebut. Dalam perspektif, 

jelas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999, bahwa 

Alternative Dispute Resolution (ADR) hanya merujuk pada upaya penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan para pihak dengan 

menyampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. 
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Kebutuhan dari ADR berbeda-beda di setiap Negara dan alasan yang 

berbeda-beda pula. Secara umum, litigasi akan menimbulkan suasana yang 

bentrok berkepanjangan yang mungkin perlu ditanggung oleh pihak yang 

berperkara. Bisa anda bayangkan apa jadinya jika hal ini terjadi bagi para keluarga 

ataupun pengusaha yang bergantung pada hubungan kerja sama yang 

bekelanjutan. Selain masalah penegakan hukum, konsekuensi lain dari litigasi 

terhadap pelaku ekonomi atau masyarakat bisnis internasional mencakup dampak 

lain, misalnya mengenai sistem hukum yang berbeda, pemilihan tempat 

berlitigasi, hubungan bisnis yang bisa menjadi buruk di samping permasalahan 

penegakan hukum dan pelaksanaan keputusan.
28

 Selain daripada itu, litigasi 

membutuhkan waktu, biaya, serta ditambah dengan alasan teknis, seperi semakin 

banyaknya kasus yang menunggu keputusan di pengadilan, mengingat kondisi 

tersebut di atas dalam penyelesaian sengketa  perdata, lingkungan, bisnis 

perburuhan pada tingkat nasional maupun internasional, maka diperlukan 

alternatif upaya penyelesaian sengketa yang sangat diperlukan.
29

 

C. Efektivitas Hukum 

1. Pengertian teori efektivitas 

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang bahasa inggrisnya yaitu 

effective. Menurut Davis dan Wether mengartikan efektivifas adalah 

“menghasilkan sesuatu dan melayani masyarakat dengan tepat”.
30
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. Menurut kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai 

“ketelitian pengguna, hasil yang berguna atau bermanfaat, atau tujuan 

pendukung”. Menurut kamus bahasa Indonesia, efektif adalah segala sesuatu yang 

memiliki sebab-akibat (akibat, pengaruh), setelah berlakunya suatu undang-

undang ataupun peraturan sudah dianggap efektif. 

Menurut pemikiran ini, teori efektifitas hukum mencakup tiga suku kata 

ialah: teori, efektivitas, dan hukum. Efektif dan efektivitas merupakan dua 

rancangan yang bertautan dengan efektivitas yang bisa dijumpai dalam kamus 

besar bahasa Indonesia. Kata efektif ialah hal yang dapat membuahkan hasil, 

memiliki dampak (konsekuensi, pengaruh, akibatnya) dan bisa dilaksanakan 

(tentang undang-undang dan peraturan). Disisi lain, efektivitas didefinisikan 

sebagai kondisi yang berpengaruh, hal yang berkesan, keberhasilan (tindakan, 

upaya) dan hal-hal yang dapat ditegakkan (peraturan, undang-undang). 

Menurut Adair efektivitas diartikan sebagai pencapaian tujuan; “Apa yang 

dicapai sesuai dengan yang diinginkan.”
31

 Lebih lanjut dikemukannya bahwa, 

hasil kerja dikatakan efektif apabila terdapat keampuhan dalam pelaksanaan 

tugas-tugas sebagai usaha untuk keseimbangan yang dinamis antara kualitas dan 

kuantitas kerja. Ketidakefektifan suatu kerja dapat pula terjadi karena tidak 

didapatinya tenaga profesioanal serta tidak berpengalaman, berpengetahuan yang 

sangat minim dan tidak didukung oleh dana yang memadai. 

Disemua jenjang pemerintahan, peraturan perundang-undangan dibentuk 

untuk menentukan bahwa masyarakat dan penegak hukum bisa menerapkannya 
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secara selaras dan tanpa membeda-bedakan masyarakat yang berbeda. Semua 

orang dipandang setara di mata hukum. Namun dalam pelaksanaan peratuturan 

perundang-undangan tersebut sering kali ditentang sehingga tidak efektif. 

Terbatasnya bantuan masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut 

dikarenakan perilaku aparat yang tidak konsisten, dan tidak jelasnya atau bahasa 

yang ambigu dalam undang-undang tersebut bisa membawa dampak tidak 

efektifnya undang-undang tersebut.  Secara umum hal ini ditekuni dan dianalisis 

dengan teori yang disebut dengan teori efektifitas hukum.
32 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang penting dalam penelitian, 

untuk menghindari terjadinya duplikasi ataupun plagiasi. Hal ini juga 

dimaksudkan untuk menjaga keabsahan penelitian yang dibuat. Peneliti 

menemukan sejumlah judul dengan subjek yang relevan, antara lain:  

1. Salsabila Nur Aini, UIN KH Achmad Siddiq “ Penyelesaian perkara Melalui 

Proses Mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo”. Dari hasil penelitian 

untuk persamaannya berfokus pada mediasi dan sama-sama menggunakan 

metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya dari hasil penelitian terdahulu 

berfokus pada peran mediator dalam penyelesaian perkara, penyelesaian 

perkara melalui mediasi, dan penyelesaian perkara melalui mediasi dalam 

perspektif hukum Islam yang tempat penelitian di pengadilan agama 

Probolinggo. Dan hasil untuk  penelitian sekarang berfokus pada bagaimana 

proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan bagaimana efektivitas 
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mediasi dalam sengketa ekonomi syariah dengan melakukan penelitian di 

pengadilan agama Makassar. 

2. Reza Fakhlefi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta “Pelaksanaan Mediasi dalam 

Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Pada 

penelitian terdahulu berfokus pada pada pelaksanaan dan penerapan Peraturan 

Mahkamah No. 1 Tahun 2016 dan faktor-faktor yang menjadi penghambat 

keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi. Sedangkan untuk penelitian 

sekarang membahas proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan 

bagaimana efektivitas mediasi di pengadilan agama Makassar, apakah efektif 

atau tidak efektif itu tergantung dari beberapa faktor, baik faktor dari para 

pihak dan lain sebagainya.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. penelitian ini 

bersifat deskriptif dan mengarah pada analisis yang tidak dapat dinilai secara 

kuantitatif. Penelitian ini ditulis secara formal dengan menggunakan analisis 

mendalam. Menurut straus dan corbin (2008) memaparkan bahwa penelitian 

kualitatif berarti bagi yang menyelidiki sejarah, perilaku, kehidupan masyarakat, 

fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk mengumpulkan informasi mengenai judul penelitian, penulis 

memutuskan untuk melaksanakan penelitian di Makassar, khususnya di 

Pengadilan Agama Kota Makassar. Penelitian dilakukan selama 2 bulan dimulai 

dari tanggal 14 november 2023 hingga 14 januari 2024. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

S. Nasution mendefinisikan data primer sebagai informasi yang didapat 

langsung dari lokasi penelitian.
33

 Data primer adalah informasi yang dikumpulkan 

di lapangan dengan melaksanakan wawancara atau tanya jawab dengan informan. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari penelitian 

terdahulu atau sumber lain yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder penelitian 

ini meliputi temuan-temuan penelitian terdahulu seperti jurnal, tesis, buku, kamus 

hukum, dan lain sebagainya.
34

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Informan yang berperan sebagai narasumber mempunyai peranan penting 

dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah sumber data yang penting bagi 

peneliti dalam  mencari wawasan yang mendalam tentang judul yang diteliti. Oleh 

karena itu, untuk mendapatkan informasi dari para informan tersebut, diperlukan 

metode wawancara. 

2. Dokumentasi  

Proses pengumpulan, seleksi, dan penjelasan dokumen yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian merupakan bagian dari metode dokumentasi. Hal ini juga 

mencakup pembuatan catatan dan rangkuman informasi yang ditemukan dalam 

buku, arsip, dan item lain yang berkaitan dengan penelitian. Dengan 

menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi ini, peneliti dapat 

mendapatkan informasi dari masyarakat yang diperoleh dari berbagai sumber 
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tertulis atau dari dokumen yang dapat diakses oleh informan, bukan langsung dari 

masyarakat.
35

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sarana yang dipergunakan untuk mengukur 

fenomena alam atau sosial yang menjadi objek pengamatan.
36

 Berikut adalah alat-

alat atau instrumen penelitian yang digunakan: 

1. Pedoman Wawancara 

Instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pedoman 

wawancara, yang berfungsi sebagai alat pedoman yang berisi kumpulan 

pertanyaan. Pedoman wawancara digunakan untuk melaksanakan wawancara 

dengan informan yang sudah ditentukan sebagai sumber data utama dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan berkomunikasi secara lisan dengan 

responden untuk mengumpulkan informasi dan data. Seperti pada pemakaian 

kuesioner, peneliti juga harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tersusun 

untuk dipergunakan dalam proses wawancara. 

2. Observasi  

Observasi adalah ketika peneliti melaksanakan pengamatan langsung di 

lokasi penelitian dengan mencatat hal-hal yang dipandang relevan dan penting 

tergantung dengan topik penelitian yang telah ditentukan. Observasi dilakukan 

dengan mempelajari tindakan atau situasi dari individu yang menjadi objek 

penelitian. Kelebihan dari metode observasi merupakan kemampuannya yang 

lebih fleksibel dan biaya pelaksanaannya yang lebih rendah. 
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3. Buku dan Alat tulis 

Peneliti mengumpulkan berbagai buku referensi yang akan dijadikan 

sebagai instrumen penting dalam penelitian ini. Selain itu, buku referensi juga 

berfungsi sebagai alat untuk menulis seluruh diskusi yang diterima dari sumber 

data. 

4. Kamera 

Instrumen dalam penelitian tersebut juga digunakan untuk mengambil 

dokumentasi berupa gambar-gambar saat peneliti laksanakan sewaktu observasi di 

tempat penelitian. 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses penyusunan data menjadi bentuk yang 

lebih simpel dan mudah dipahami.
37

 Teknik analisis data adalah suatu prosedur 

pengumpulan data secara terkendali dan teratur yang bertujuan untuk mendukung 

peneliti dalam memperoleh kesimpulan yang tepat. 
38

 

Analisis data terdapat 3 alur kegiatan yang menurut Miles dan Huberman, 

sebagai berikut:   

1. Reduksi data  

Reduksi data membentuk langkah awal dalam metode analisis data. Dalam 

tahap ini, data mentah hendak dibagi, disederhanakan, dan dikurangi sehingga 

lebih teratur dan bisa dipahami dengan baik. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

Menandai pola dan tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahap kedua dalam analisis data di mana hasil 

reduksi data disusun dan disediakan ke dalam bentuk yang lebih tertata dan 

mudah dipahami. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengutarakan informasi 

yang penting dan hasil analisis tersebut disampaikan dengan cara yang jelas dan 

menyeluruh terhadap pembaca atau pihak yang berkaitan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ialah tahap terakhir dalam analisis data, di mana 

peneliti merangkum hasil analisis dan melaksanakan deduksi atau pemikiran yang 

diperlukan untuk menggapai kesimpulan logis yang benar dari data yang sudah 

Disatukan dan disajikan. Tujuan utama dari tahap  terakhir ini adalah guna 

mencapai kesimpulan atau ciptaan yang bisa menanggapi pertanyaan penelitian 

secara komprehensif dan memaparkan hasil penelitian dengan jelas. 

G. Keabsahan Data 

Agar meyakinkan ketelitian data yang sudah dikumpulkan, dibutuhkan 

pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data dilaksanakan 

berdasarkan Tolak ukur tertentu yaitu triangulasi. Triangulasi adalah suatu proses 

pengumpulan data yang mengumpulkan berbagai proses dan sumber data yang 

ada. Metode ini melibatkan pengamatan lapangan yang dikerjakan secara perlahan 

dan Berkelanjutan, sesuai dengan inti penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar 

Pengadilan Agama/mahkamah Syariah Makassar didirikan pada tahun 1960 

mencakup wilayah Maros, Takalar, dan Gowa, karena pada saat itu belum ada dan 

belum berdiri pengadilan agama, sehingga disatukan denganh wilayah 

Makassar.Sebelum dibentuknya mahkamah Syariah yang pada akhirnya 

berkembang menjadi Pengadilan Agama/mahkamah Syariah, Qadhi yang pada 

saat itu berkantor di rumahnya sendiri menjalankan kewenangan Pengadilan 

Agama. Pada saat itu terdapat dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu 

Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo, dan Qadhi sebelumnya diberikan gelar 

Daengta Syeh yang kemudian gelar tersebut diubah menjadi Daengta Kalia. 

Pengadilan Agama Makassar memiliki wilayah yurisdiksi sebagai berikut: 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar, 

b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone, 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

Gedung kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar dipindahkan 

sebanyak enam kali antara pendiriannya hingga tahun 1999. Pada tahun 1976, 

diperoleh bangunan permanen seluas 150 m2 untuk Rencana Pembangunan Lima 

Tahun. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah perkara dan membutuhkan 

jumlah personil dan sumber daya manusia yang sesuai, kondisi kantor juga 
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semakin memburuk sehingga memerlukan perluasan dan perbaikan sarana dan 

prasarana yang mendukung dan layak. Jadi pada tahun 1999, Pengadilan Agama 

Makassar pindah lagi ke gedung baru di Jalan Perintis Independen Km. 14 Daya 

Makassar, dengan luas tanah 2.297 M2 dan luas bangunan 1.887,5 M2. 

2. Struktur Organisasi 

 

3. Ketua Pengadilan dari masa ke masa 

No Nama Ketua Periode 

1. K.H. Chalid Husain Tahun 1960 s/d Tahun 1962 

2. K.H. Syekh Alwi Al Ahdal Tahun 1962 s/d Tahun 1964 

3. K.H. Haruna Rasyid Tahun 1964 s/d Tahun 1976 

4. K.H. Chalid Husain Tahun 1976 s/d Tahun 1986 

5. Drs. H. Jusmi Hakim, S.H Tahun 1986 s/d Tahun 1996 

6. Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H Tahun 1996 s/d Tahun 1998 

7. Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H Tahun 1998 s/d Tahun 2004 

8. Drs. H. M. Tahir R, S.H. Tahun 2004 s/d Tahun 2005 

9. Drs. Anwar Rahmad, M.H. Tahun 2005 s/d Tahun 2008 

10. Drs. Khaeril R, M.H. Tahun 2008 s/d Tahun 2010 

11. Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H Tahun 2010 s/d Tahun 2013 

12. Drs. H. Usman S,SH Tahun 2013 s/d Tahun 2014 

13. Drs. Moh. Yasya', SH.,MH. Tahun 2014 s/d Tahun 2016 

14. Drs. H. Damsir, SH.,MH. Tahun 2016 s/d Tahun 2019 

15. Drs. H. M Yusuf, SH.,MH. Tahun 2019 s/d Tahun 2020 

16. Drs. H. Muhadin, SH.,MH. Tahun 2020 s/d Tahun 2022 

17. Drs. Muhammad Ridwan, SH., MH. Tahun 2022 s/d Sekarang 
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4. Tugas Pokok 

Pengadilan Agama Makassar melakukan  tugasnya sesuai dengan keputusan 

Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah 

mengawasi, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tertentu antar orang yang 

beragama umat Islam dalam bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infak. , shodaqoh, dan ekonomi syariah. 

5. Fungsi  

Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

memiliki fungsi antara lain: 

 Fungsi mengadili (judicial power) 

Meliputi mengadili, menerima, mengawasi,dan membereskan perkara yang 

membentuk kewenangan Pengadilan Agama tingkat pertama (vide : Pasal 49 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

 Fungsi pembinaan 

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengarahan kepada pejabat struktural 

dan fungsional di bawah pimpinannya, baik dalam bidang teknis yudicial, 

administrasi peradilan, administrasi umum/peralatan, keuangan, kepegawaian, dan 

pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. 

KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

 Fungsi pengawasan 
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Melaksanakan pengawasan intrinsik terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku 

Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/jurusita Pengganti 

yang berada di bawah jajarannya untuk menjamin terselenggaranya peradilan 

secara cermat dan adil. (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum kesekretariatan serta 

pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 

 Fungsi nasehat 

Memberikan perhatian dan bimbingan hukum Islam kepada badan-badan 

pemerintah yang sesuai kewenangannya, jika diminta.(vide : Pasal 52 ayat (1) 

Undang-undang nomor 3 tahun 2006. 

 Fungsi administratif 

Melaksanakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi 

umum (pegawai, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : 

KMA/080/VIII/2006). 

 Fungsi lainnya : 

Mengkoordinasikan dalam pelaksanaan tugas hisab/penghitungan dan rukyat 

dengan instansi terkait lainnya, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-

lain.(vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

Layanan Penyuluhan hukum, layanan penelitian/riset, dan sebagainya, serta 

memberikan jalan masuk yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era 

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang ini diatur dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik. Mahkamah Agung RI Nomor. 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
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6. Visi 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR YANG AGUNG” 

Pengadilan Agama Makassar yang luar biasa menunjukkan bebas dari 

pengaruh non-hukum seperti yang berbentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta 

tekanan eksternal terhadap aktivitas penegakan hukum. Bersih dan bebas korupsi, 

kolusi dan nepotisme merupakan dua hal yang harus selalu ditonjolkan di era 

reformasi. Terwujudnya suatu prosedur administrasi yang bersih dalam pelayanan 

hukum diperlukan demi mewujudkan peradilan yang berwibawa. Berwibawa 

dalam artian Pengadilan Agama Makassar di masa depan dapat dipercaya sebagai 

lembaga peradilan yang menyerahkan perlindungan dan pelayanan hukum, 

menyatakan komitmennya terhadap keadilan masyarakat dan mempertahankan 

tingkat keahlian yang tinggi. 

7. Misi 

 Menjaga otonomi Pengadilan Agama Makassar,  

 Menawarkan pelayanan hukum yang sepantasnya kepada pencari keadilan, 

 Memajukan kapasitas kepemimpinan,  

 Meningkatkan kejujuran dan keterbukaan Pengadilan Agama Makassar. 

B. Hasil dan Pembahasan 

1. Proses Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah  

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui kesepakatan 

bersama yang diperoleh antara para pihak dengan adanya bantuan mediator, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik 

Indonesia Nomor 01 Tahun 2016. 
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Semua perkara perdata yang ada di pengadilan, sebelumnya harus 

diupayakan dengan penyelesaian melalui mediasi.  Selanjutnya adanya upaya 

mediasi harus disebutkan ketika dalam pertimbangan putusan, maka dari itu jika 

suatu perkara yang ada dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak 

melakukan upaya mediasi, akibatnya putusan batal demi hukum. 

Proses pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 

di pengadilan agama Makassar setara dengan menggunakan mediasi untuk 

menyelesaikan sengketa lain di pengadilan agama, yang merujuk pada PERMA 

No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di pengadilan. Hal ini sebagaimana 

dikatakan oleh bapak Ahmad selaku hakim mediator di Pengadilan Agama 

Makassar yang Menyatakan bahwa:  

“PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi sebagai suatu 

tahapan hukum acara perdata pada Pengadilan yang merupakan ketentuan 

mediasi yang diperlukan dalam melaksanakan mediasi”.
39

 

Proses pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Makassar terdiri dari dua tahap: 

a. Tahap Pramediasi 

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melewati proses negoisasi 

untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan bantuan 

mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang netral, tidak memihak dan 

memiliki sertifikat mediator.
40

  

Sesuai dengan peraturan tahapan pramediasi yang dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Hakim Pemeriksa Perkara 
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 Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 29 november 2023 
40

 Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 1, ayat (1) dan (2). 
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mengharuskan agar para pihak ikut serta dalam menghadapi mediasi pada hari 

sidang yang telah diputuskan dan dihadiri oleh para pihak.
41

 Selanjutnya hakim 

pemeriksa perkara hendak menjelaskan manfaat dan kelebihan mediasi serta  

menentukan para pihak untuk melakukan prosedur mediasi sebelum dilanjutkan 

ke persidangan penyelesaian perkara. 

Setelah penjelasan hakim pemeriksa perkara kepada para pihak mengenai 

proses mediasi, menurut bapak Ahmad pada saat di wawancarai mengatakan: 

“Berikutnya para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang 

telah disediakan majelis hakim pemeriksa perkara. Formulir tersebut 

menyatakan bahwa para pihak telah mengetahui proses mediasi secara 

keseluruhan, mendapatkan penjelasan secara lengkap dari hakim pemeriksa 

perkara, dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik”.
42

 

Menurut praktek hukum acara, pihak-pihak yang tidak hadir pada sidang 

pertama maka dapat dipanggil kembali. Apabila lebih dari satu pihak yang ikut 

serta maka tetap dilakukan mediasi walaupun tidak semua pihak hadir setelah 

pemanggilan yang disampaikan secara sah.
43

 Hal ini juga disampaikan oleh bapak 

Ahmad yang menyatakan bahwa: 

 “Apabila ada salah satu pihak yang tidak menghadiri secara langsung 

pertemuan mediasi, maka ketidakhadiran tersebut hanya dapat dilakukan 

berdasarkan alasan yang sah. Alasan yang sah seperti kondisi kesehatan 

yang kurang baik dengan menunjukkan surat keterangan dokter, memiliki 

tempat tinggal yang jauh seperti diluar kota maupun Negara, dan 

menjalankan tugas Negara atau pekerjaan yang tidak dapat 

ditinggalkan”.
44
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 Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, ayat (1) 
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 Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 29 november 2023  
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Dalam situasi ini para pihak yang berhalangan datang atau hadir 

berdasarkan alasan yang sah sebagaimana dimaksud  dalam pasal 6 ayat (4)
45

, 

kuasa hukum boleh menggantikan para pihak dalam melakukan mediasi dengan 

memperlihatkan surat kuasa khusus yang tercantum kewenangan kuasa hukum 

untuk mengambil keputusan. 

Bagi salah satu pihak didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum, maka ia 

wajib memiliki tanggung jawab untuk membantu para pihak dalam melakukan 

hak dan kewajibannya selama dalam proses mediasi berlangsung. Bantuan 

tersebut seperti yang dijelaskan kepada para pihak dengan menerangkan 

penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 

(7), mendorong para pihak bertindak langsung dan aktif dalam proses mediasi, 

menolong para pihak mencatat kebutuhan, kepentingan dan saran dalam 

menyelesaikan sengketa selama proses mediasi, menolong para pihak dalam 

mendeskripsikan rencana dan usulan persetujuan perdamaian apabila para pihak 

mencapai kesepakatan dan menerangkan ke para pihak mengenai kewajiban kuasa 

hukum. Bapak Ahmad dalam wawancara mengatakan: 

“Selain kewajiban tersebut, kuasa hukum atau pengacara harus juga ikut 

andil dalam mempertemukan para pihak dengan memberikan nasihat serta 

sentuhan spiritual kepada kliennya, untuk dapat memenuhi tujuan dari 

mediasi tersebut. Namun, yang sering kali kuasa hukum justru menciptakan 

hambatan dalam proses keberhasilan mediasi”.
46

 

Pada tahap ini juga, para pihak mempunyai kesempatan untuk menunjuk 

mediator dari daftar mediator yang tercatat di Pengadilan Agama Makassar. Hal 

                                                           
45

 Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 6, ayat (4) 
46

 Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 29 november 2023  
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ini sesuai dengan penjelasan bapak Ahmad dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 pasal 29 ayat (1) “mengatakan bahwa para pihak berhak  

untuk memilih seorang mediator yang tercatat di pengadilan yang sudah 

mempunyai sertifikat mediator.”   

Para pihak menunjuk mediator pada hari itu juga, paling lambat 2 (dua) hari 

setelah menerima penjelasan dari hakim pemeriksa yang nama mediator tercatat 

dalam daftar mediator di pengadilan agama. Dalam hal ini apabila para pihak 

tidak dapat bersepakat memilih mediator secara bersama-sama, maka mediator 

hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat segera ditunjuk langsung oleh 

ketua majelis hakim, jika tidak ada mediator hakim atau pegawai yang 

bersertifikat maka ketua majelis hakim menunjuk salah salah satu hakim 

pemeriksa perkara untuk melaksanakan peran mediator tersebut dengan 

mementingkan hakim yang bersertifikat mediator.  

Dalam memilih mediator untuk sengketa ekonomi syariah Menurut pak 

Ahmad: 

“Meskipun para pihak memiliki opsi untuk menunjuk atau memilih mediator 

dalam sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Makassar, namun 

kebanyakan para pihak yang berperkara selalu memberikan wewenang 

kepada ketua majelis pemeriksa perkara untuk menunjuk langsung hakim 

mediator yang tercatat di pengadilan agama Makassar”.
47

 

Tahapan Pramediasi sengketa ekonomi syariah yang ada di pengadilan 

agama Makassar diawali pada sidang pertama, yaitu ketika hakim pemeriksa 

perkara memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai agenda mengapa 

harus melalui mediasi, dan langkah-langkah prosedur mediasi. Para pihak 

                                                           
47

 Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 29 november 2023 



43 
 

 
 

selanjutnya melakukan penandatanganan formulir penjelasan mediasi. Para pihak 

kemudian diberikan kebebasan untuk memilih mediator dari daftar yang telah 

ditunjukkan pengadilan agama Makassar oleh ketua majelis hakim yang 

memeriksa perkara tersebut. Tetapi, para pihak selalu saja mengembalikan untuk 

pilihan dan penunjukkan mediator kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara. 

Hal ini disebabkan terjadinya penumpukan perkara mediasi bagi hakim mediator 

yang ada di pengadilan agama Makassar akibat dari proses pemilihan mediator 

yang terus-menerus oleh para pihak kepada majelis pemeriksa perkara untuk 

ditunjukkan secara langsung . hal ini membuat penerapan pemilihan mediator 

menjadi belum optimal. 

b. Tahapan Proses Mediasi 

Tahapan proses mediasi selanjutnya adalah penyerahan resume. Dokumen 

yang dibentuk oleh para pihak yang mencakup terjadinya sengketa dan usulan 

perdamaian itulah yang disebut resume mediasi. Pada rencana awal para pihak 

bertemu dengan mediator untuk membuat jadwal mediasi. Pada pertemuan 

pertama, mediator akan memperkenalkan diri kepada para pihak, lalu menjelaskan 

kepada para pihak arah atau tujuan mediasi, memaparkan tugas mediator yang 

tidak memihak dan netral, dan juga memutuskan jadwal mediasi yang nantinya 

dilaksanakan. Kemudian akan membahas manfaat mediasi serta langkah-langkah 

dalam melakukan mediasi. Mediator juga memerintahkan para pihak untuk 

menyiapkan resume perkara yang nantinya akan dibicarakan pada pertemuan 

mediasi selanjutnya di Pengadilan Agama Makassar. Resume perkara dapat 

diberikan kepada pihak lawan atau kepada mediator.   
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Setelah menyerahkan resume perkara oleh para pihak, kemudian selanjutnya 

mediator melakukan mediasi yang mendiskusikan berbagai topik selama diskusi, 

dalam pertemuan mediasi ini harus dengan persetujuan para pihak, dan mediator 

juga boleh memiliki hak atau kewenangan untuk mendalami lebih jauh 

permasalahan para pihak dengan memperhatikan atau mendengarkan alasan yang 

dibuat oleh masing-masing pihak. Mediator juga mencari tahu dan melaporkan 

kepentingan yang tersembunyi para pihak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, merancang pilihan untuk menyelesaikan perkara, dan melakukan proses 

tawar-menawar dengan para pihak. 

Berikut tahapan pada saat para pihak melakukan mediasi: 

 Merumuskan masalah dan menyusun agenda 

Identifikasi tema permasalahan yang penting, menyetujui subtema 

permasalahan yang akan dibicarakan, dan Menetapkan susunan subtema yang 

akan dibahas dalam proses perundingan untuk membentuk agenda negosiasi. 

 Mengungkapkan kepentingan tersembunyi 

Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara: 

cara langsung: menanyakan langsung kepada para pihak 

cara tidak langsung: mendengarkan atau mendeskripsikan kembali 

pernyataan-pernyataan yang disampaikan para pihak. 

 Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa 

Mediator mendesak para pihak agar bersikap terbuka dan bersama-sama 

memilih solusi alternatif terhadap masalah yang dialami, daripada hanya tetap 

berpegang pada pola pikiran yang bersifat posisonal masing-masing. 
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 Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa 

Mediator berpesan kepada para pihak untuk bersikap realistis dan tidak 

mengajukan tuntutan atau saran yang tidak masuk akal. Mediator menolong para 

pihak mempertimbangkan keuntungan dan kerugian apabila menerima atau 

menolak jalan keluar dari suatu masalah. 

 Proses tawar-menawar akhir 

Pada proses ini, para pihak telah mengetahui titik temu keinginan mereka 

dan bersiap memberikan izin atau konsesi satu sama lain.  Mediator menolong 

para pihak dalam mengembangkan kesepakatan yang bisa digunakan untuk 

menguji mungkin atau tidaknya keberhasilan dalam penyelesaian masalah. 

 Mencapai kesepakatan formal 

Para pihak menyiapkan suatu kesepakatan dan proses atau rencana 

penerapan perjanjian, yang mengacu pada tata cara yang akan dilewati para pihak 

untuk melakukan ketentuan-ketentuan perjanjian dan menyelesaikan perkara 

tersebut. 

Proses lamanya mediasi paling lama adalah tiga puluh tiga puluh (30) hari 

terhitung sejak  tanggal penentuan dikeluarkannya perintah akan di mediasi. 

seperti yang dikatakan bapak Ahmad bahwa:  

“Pada dasarnya proses Mediasi berlangsung paling lama 1 bulan atau 30 

(tiga puluh) hari tetapi bisa dipercepat misalnya hanya 2 minggu saja tetapi 

juga apabila dalam 2 minggu itu belum ditemukan titik temu diantara para 

pihak maka mediasi tersebut dianggap tidak berhasil, Namun, apabila 

mediator melihat para pihak ada kemauan untuk berdamai dan memohon 

perpanjangan jangka waktu mediasi, maka mediator akan memperpanjang 

masa mediasi selama dua (2) minggu dan harus memberitahukan kepada 
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majelis hakim pemeriksa. Di dalam aturan memang menjelaskan bahwa 

waktu yang di perbolehkan adalah tiga puluh (30) hari dan dapat 

diperpanjang tiga puluh (30) hari lagi, tetapi itu adalah batas waktu yang 

maksimal dan tidak dapat ditambah lagi waktunya”.
48

 

Berdasarkan proses pelaksanaan mediasi yang diatas mengenai perdebatan 

sengketa ekonomi syariah diawali dengan para pihak menyerahkan resume kepada 

mediator dan pihak lain, selanjutnya dibuatkan jadwal dan proses mediasi 

dilaksanakan 30 hari atau 1 bulan dan dapat diperpanjang selama 1 bulan. Jadi 

maksimal 2 bulan.  

Ketika proses mediasi selesai yang dilakukan oleh para pihak dan mediator, 

maka selanjutnya mediator akan menangkap kesimpulan dari mediasi yang telah 

dilakukan. Begitupun hasil mediasi dibagi menjadi 3 kategori: 

1) Mediasi yang berhasil 

Jika mediasi berhasil, para pihak dapat mengajukan perdamaian secara 

formal dan mencabut gugatan mereka dengan dibantu mediator. Di dalam 

perdamaian tidak boleh ada ketentuan yang menyatakan seperti bertentangan 

dengan hukum dan ketertiban umum, merugikan yang terlibat. Menurut bapak 

Ahmad bahwa “Mediasi berhasil apabila mediator harus melapor ke majelis, 

selanjutnya majelis akan memproses dan mencabut gugatan dan dianggap 

berdamai.” 

2) Mediasi yang berhasil sebagian 

Dalam proses mediasi  yang berhasil sebagian, apabila penggungat dan 

sebagian pihak tergugat dapat mencapai kata sepakat dalam proses mediasi, maka 
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penggugat mengubah gugatannya denga menjatuhkan pihak tergugat yang tidak 

dapat mencapai perdamaian sebagai pihak lawan. 

3) Mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan 

Pada pasal 32 ayat (1) yang tercantum PERMA No 1 tahun 2016 

49
Menyatakan mediator harus memberitahu kepada hakim pemeriksa perkara 

bahwa mediasi gagal memperoleh kesepakatan untuk berdamai sebagaimana 

tertulis:  

 Para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan paling lama 30 hari atau 1 bulan dan maksimal 2 bulan. 

 Para pihak diakui tidak melakukan itikad yang baik. 

Bapak Ahmad  menjelaskan juga bahwa:  

“Antara penggugat dan tergugat menyampaikan hasil mediasi kepada 

hakim dan perkara akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya”.
50

 

 Apabila terjadi sesuatu, mediator harus menyatakan bahwa mediasi tidak 

dapat dilaksanakan dan harus memberitahukan kepada hakim pemeriksa pekara 

secara tertulis, dalam hal:  

1) Melibatkan harta kekayaan, aset berharga, atau kepentingan yang lainnya. 

2) Melibatkan dengan kewenangan kementrian/lembaga/instansi di tingkat 

pusat/daerah dan lain sebagainya. 

3) Tidak hadinya para pihak menunjukkan tidak beriktikad baik sesudah 

dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut. 

                                                           
49

 Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 32, ayat (1) 
50

 Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, Wawancara, Makassar, 29 november 2023 



48 
 

 
 

Setelah mediator menyimpulkan hasil mediasi antara para pihak yaitu 

melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara, walaupun 

hasil mediasi berhasil maupun tidak berhasil harus tetap dilaporkan untuk diproses 

lebih lanjut. 

Pada tahapan proses mediasi ini selanjutnya pada rencana awal para pihak 

bertemu dengan mediator untuk membuat jadwal mediasi. Kemudian mediator 

akan memperkenalkan diri kepada para pihak, lalu menjelaskan kepada para pihak 

arah dan tujuan mediasi, disaat itu juga mediator memerintahkan para pihak untuk 

menyiapkan resume perkara yang akan dibicarakan di hari berikutnya. Lalu 

setelah itu pada pertemuan selanjutnya para pihak menyerahkan resume perkara 

kepada mediator lalu mediator melakukan mediasi dengan mendiskusikan 

berbagai topik permasalahan yang dialami para pihak selama diskusi. Ketika 

proses mediasi selesai yang telah dilakukan para pihak dan mediator, maka 

selanjutnya mediator akan menangkap kesimpulan dari mediasi yang telah 

dilakukan. Apabila mediator telah menyimpulkan hasil mediasi antara para pihak 

selanjutnya melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara 

untuk di proses lebih lanjut. 

2. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Makassar dalam Sengketa 

Ekonomi Syariah 

Mediasi adalah teknik penyelesaian sengketa yang memungkinkan pihak-

pihak yang bersengketa merundingkan permasalahannya secara tertutup dengan 

adanya bantuan pihak ketiga yang netral ataupun tidak memihak pihak 

lain(mediator). 
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Berdasarkan data yang ada, peneliti menggunakan data primer sebagai objek 

penelitian terkait data sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar 

pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dari data yang peneliti dapatkan 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2019 

No No Perkara Hasil 

1 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks Berhasil 

2 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks Berhasil 

3 1/Pdt.G/2019/PA.Mks Tidak Berhasil 

4 2256/Pdt.G/2019/PA.Mks Tidak Berhasil 

5 2732/Pdt.G/2019/PA.Mks Tidak Berhasil 

6 2/Pdt.G/2019/PA.Mks Tidak Berhasil 

 

Tabel 4. 2 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2020 

No No Perkara Hasil 

1 1872/Pdt.G/2020/PA.Mks Tidak Berhasil 

2 863/Pdt.G/2020/PA.Mks Berhasil 

3 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks Tidak Berhasil 

4 2788/Pdt.G/2019/PA.Mks Tidak Berhasil 

5 2323/Pdt.G/2019/PA.Mks Tidak Berhasil 

6 2839/Pdt.G/2019/PA.Mks Tidak Berhasil 

 

Tabel 4. 3 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2021 

No No Perkara Hasil 
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1 2037/Pdt.G/2021/PA.Mks Tidak Berhasil 

2 768/Pdt.G/2021/PA.Mks Tidak Berhasil 

3 995/Pdt.G/2021/PA.Mks Tidak Berhasil 

4 784/Pdt.G/2021/PA.Mks Tidak Berhasil 

 

Tabel 4. 4 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2022 

No No Perkara Hasil 

1 2417/Pdt.G/2022/PA.Mks Tidak Berhasil 

2 1867/Pdt.G/2022/PA.Mks Tidak Berhasil 

3 2325/Pdt.G/2022/PA.Mks Tidak Berhasil 

4 1/Pdt.G/2022/PA.Mks Berhasil 

5 883/Pdt.G/2022/PA.Mks Tidak Berhasil 

 

Tabel 4. 5 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2023 

No No Perkara Hasil 

1 2225/Pdt.G/2022/PA.Mks Tidak Berhasil 

2 2368/Pdt.G/2022/PA.Mks Tidak Berhasil 

3 2480/Pdt.G/2022/PA.Mks Tidak Berhasil 

4 2463/Pdt.G/2022/PA.Mks Tidak Berhasil 

5 1/Pdt.G/2023/PA.Mks Tidak Berhasil 

6 2/Pdt.G/2023/PA.Mks Tidak Berhasil 

7 1320/Pdt.G/2023/PA.Mks Tidak Berhasil 

8 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks Tidak Berhasil 
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9 968/Pdt.G/2023/PA.Mks Tidak Berhasil 

10 997/Pdt.G/2023/PA.Mks Tidak Berhasil 

 

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan 31 perkara sengketa di Pengadilan 

Agama Makassar yang sudah melalui prosedur mediasi sebagaimana disyaratkan 

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan data yang 

didapatkan peneliti di atas, total perkara yang masuk dari tahun 2019 hingga 2023 

yang peneliti lakukan adalah 31 perkara sengketa ekonomi syariah melalui 

mediasi. 

Perkara yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 6 perkara pada sengketa 

ekonomi syariah yang di mediasi, dan hanya 2 yang berhasil di mediasi. 

Selanjutnya pada tahun 2020 ada sebanyak 6 perkara yang masuk dalam sengketa 

ekonomi syariah, hanya 1 yang berhasil. Lalu pada tahun 2021 terdapat 4 perkara 

dan sama sekali tidak ada yang berhasil. Selanjutnya pada tahun 2022 ada 5 

perkara yang masuk dan 1 yang berhasil di mediasi. Dan yang terakhir pada tahun 

2023 ada 10 perkara, dimana tahun yang paling banyak masuk perkara tentang 

sengketa ekonomi syariah dan 10 perkara tersebut semuanya tidak berhasil di 

mediasi. 

Berikut adalah studi kasus sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama 

Makassar dengan nomor perkara 2225/Pdt.G/2022/PA.Mks.  

Penggugat yang tidak disebutkan namanya.  

Tergugat 1: Bank Syariah Indonesia 

Tergugat 2: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
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Gugatan: Bahwa Penggugat adalah selaku Nasabah dari Tergugat I, yang 

mengikat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan 

Akad Pembiayaan Musyarakah, untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan 

Musyarakah, yang digunakan untuk tambahan modal kerja nasabah 

(Penggugat). Bahwa sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Musyarakah 

hutang pokok Penggugat sebesar Rp.1.9xx.xxx.xxx,- (satu milyar sembilan 

ratus sekian rupiah) dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) 

bulan atau 10 (sepuluh) tahun.  

Penggugat mengambil fasiltas kredit ini adalah untuk digunakan tambahan 

modal usaha, untuk kegiatan usahanya yang meliputi usaha sewa tenda 

pengantin, sewa baju “bodo”, sewa jas tutup dan tata Rias Pengantin dan 

lain-lain. 

Setelah Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut telah dibuat, maka pihak 

Penggugat telah mengansur secara rutin pengembalian hutang pokok 

tersebut beserta bunganya dari pembayaran di mulai dari Februari 2019 

hingga agustus 2022 telah lancar membayar angsuran pinjaman. kemudian 

diakui kegiatan usaha Penggugat agal lezu dan mengalami penurunan omzet 

sehingga penyetoran kepada Tergugat I kurang lancar dan selanjutnya oleh 

Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat I tentang usaha 

Penggugat agar Tergugat I memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada 

Penggugat supaya usaha Penggugat menjadi lancar kembali hal ini ada salah 

satu fungsi dari bank yaitu fungsi pembinaan agar usaha Penggugat yang 

ekonomi lemah menjadi lancar kembali, apalagi imbas dampak meluasnya 

wabah Pandemi COVID-19, yang berimbas pada semua sektor usaha 

termasuk usaha Penggugat ini.  

Bahwa sikap Penggugat tetap beritikad baik untuk melunasi pinjaman 

Penggugat tersebut, dengan meminta kebijakan dan pelonggaran waktu serta 

tawaran solusi-solusi yang terbaik sepanjang dapat menguntungkan kedua 

belah pihak kepada Tergugat I. Namun, Tergugat I langsung mendaftarkan 

barang jaminan milik Penggugat kepada Tergugat II untuk dilakukan 

pelelangan, maka hal tersebut telah dapat digolongan kedalam suatu 
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Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, oleh 

karena tidak tertuang dalam Akad Pembiayaan Musyarakah. perbuatan 

Tergugat I yang melakukan pelelangan terhadap objek jaminan milik 

Penggugat, pada Tergugat II telah sangat nyata didasari oleh itikad buruk 

dari Tergugat I serta sangat nyata melanggar ketentuan pasal 1320 KUH 

Perdata tentang sahnya sebuah perjanjian, dan tidak mengindahkan prinsip-

prinsip serta larangan-larangan dalam ekonomi islam, oleh karena perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah mengadung 

Perbuatan GHARAR dan Perbuatan DZALIM terhadap Penggugat, yang 

sangat bertentangan dengan prinsip dan larangan dalam menjalankan usaha 

ekonomi syariah yang merugikan Penggugat.  

Bahwa apa yang uraikan oleh Penggugat diatas telah sangat jelas mengenai 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat 

II/Para Tergugat, sehingga telah berdasar hukum jika gugatan penggugat ini 

dikabulkan untuk seluruhnya. 

Itulah diatas ringkasan dari studi kasus sengketa ekonomi syariah di 

pengadilan agama Makassar dengan nomor perkara 2225/Pdt.G/2022/PA.Mks. 

 

Bapak Ahmad menjelaskan bahwa: 

 “Sengketa ekonomi syariah tentu saja berat, Saya sebagai hakim hanya 

beberapa yang berhasil di mediasi dan yang lainnya gagal untuk di mediasi 

dalam menyelesaikan Sengketa ekonomi syariah. Banyak faktor yang 

menyebabkannya, antara lain itikad buruk salah satu pihak yang tidak hadir 

dalam proses mediasi, terkadang terjadi konflik di antara kedua belah pihak 

karena tidak mampu mendapatkan jalan keluar terbaik; dan karena 

sengketa ekonomi syariah, tentu saja, bersifat finansial, maka kedua belah 

pihak sering kali melanjutkan ke tahap persidangan”.
51

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi, salah 

satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga pengadilan, dan juga 
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itikad buruk diantara para pihak bersengketa yang sebagian besar disebabkan oleh  

kurangnya keterlibatan para pihak dalam proses perdamaian yang diusulkan.  

Adapun faktor faktor lainnya adalah yang pertama: Undang-undang itu 

sendiri, seperti PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, pelaksanaan 

mediasi harus menyertakan pedoman undang-undang karena undang-undang 

tersebut sudah menjadi kewajiban oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan mediasi 

di pengadilan agama Makassar sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 

yang merupakan tanggung jawab mediator dalam undang-undang tersebut.  

Kedua, aspek penegak hukum (Mediator). Tercapainya mediasi bergantung 

pada pengalaman seorang mediator dalam melakukan proses mediasi dalam 

menunjukkan efektivitas mediasi, Mediator harus mempunyai sertifikat mediator 

untuk menjamin bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keahlian untuk 

mengatasi perkara secara damai, baik, dan efektif. Menurut bapak Ahmad 

mengatakan bahwa:  

“Mediator harus memberikan harus memberikan penjelasan yang sesuai 

dengan aturan yang ada dan mediator juga harus memberikan nasehat-

nasehat terlebih dahulu sebelum memulai mediasi agar para pihak paham 

tentang perspektif dan mengurangi ketegangan”.
52

 

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, sarana atau fasilitas sangat berguna 

karena penegakan hukum tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya fasilitas 

tertentu. Agar penegakam hukum bisa mencukupi kewajiban hukumnya secara 

efektif maka sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting.  
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Keempat, faktor yang turut menentukan efektivitas suatu mediasi adalah 

peninjauan masyarakat atau kerjasama antara para pihak yang di mediasi dalam 

proses mediasi. Pada umumnya dalam proses mediasi, salah satu atau kedua belah 

pihak menganggap yakin bahwa mereka berada di pihak yang cocok, apalagi jika 

permasalahan ekonomi syariah mencakup masalah uang atau sejenisnya. Hal ini 

pastinya sangat menyusahkan mediator untuk memberikan alternatif terbaik 

kepada kedua belah pihak dan alhasil tidak bisa mencapai kesepakatan. Seringkali 

mediasi yang dipakai di pengadilan agama Makassar tidak berhasil karena salah 

satu atau kedua belah pihak memiliki iktikad buruk.  

Tabel 4. 6 Keseluruhan Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2019-2023 

No Tahun Jumlah Perkara di 

Mediasi 

Berhasil Tidak 

Berhasil 

1 2019 6 perkara 2 4 

2 2020 6 perkara 1 5 

3 2021 4 perkara 0 4 

4 2022 5 perkara 1 4 

5 2023 10 perkara 0 10 

 Jumlah  31 perkara 4 27 

 

Bapak Ahmad menjelaskan tentang:   

“Seberapa efektif mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

sangat memprihatinkan sebab dilihat dari data yang diambil lebih banyak 

yang tidak berhasil daripada yang berhasil. Tetapi mediasi tetap menjadi 
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cara penyelesaian sengketa yang paling efektif digunakan jika ditinjau dari 

segi prosedur tetapi dari segi hasil sangat memprihatinkan”.
53

 

Keberhasilan mediasi tidak bisa dipisahkan dari peran yang berguna dari 

seorang mediator, karena seorang mediator dapat memberi solusi dari setiap 

perkara yang terjadi. Hal ini tergantung pada sifat dan tipikal para pihak dalam 

menyelesaikan suatu perkara yang juga menjadi penentu keberhasilan upaya 

mediasi. Kebanyakan perkara yang kecil bisa diselesaikan melalui mediasi karena 

para kedua belah pihak masih bisa berpendapat secara bebas dan memperoleh 

nasihat orang lain. Sebaliknya perkara yang berat jarang berakhir di mediasi 

karena para pihak bersikeras untuk membawa perkara mereka langsung ke 

pengadilan. Penghambat dari keberhasilan dalam suatu mediasi ialah tanggapan 

yang jelas para pihak terhadap kasus mereka yang menghambat proses mediasi 

biasanya berasal dari kemauan dan anggapan mereka sendiri.  

Setiap proses mediasi pada dasarnya harus dilandasi dengan kemauan para 

pihak baik pihak penggugat maupun tergugat. Kewajiban mediator adalah 

memeriksa niat para pihak semisalnya mereka mau memperoleh perdamaian tapi 

mereka tidak mengetahui berdamainya ingin seperti apa. Di samping itu, mediator 

bertugas untuk menyelidiki dan selanjutnya menyampaikan apa yang penggugat 

dan tergugat butuhkan. Jadi, tolak ukur efektif ketika mediasi misalnya berhasil 

berarti menyatakan bahwa mediasi efektif. Tetapi, kembali lagi ke niat para pihak 

itu sendirilah yang menentukan efektif atau tidaknya mediasi. Jika memang niat 

awal ingin berdamai mereka akan mengkomunikasikan, karena ada juga yang 

pada awalnya sudah tidak ingin berdamai. Bagaimanapun mediator berusaha 
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untuk meyakinkan para pihak saat mediasi pasti tidak berhasil. Intinya proses 

mediasi tidak bisa berhasil jika para pihak tidak ada kemauan untuk membentuk  

perbuatan baik untuk berdamai. 

Wawancara bersama bapak Andi Fajar sebagai Sekretaris Pengadilan 

Agama Makassar mengatakan: 

“Banyak sengketa ekonomi syariah yang masuk di pengadilan agama 

Makassar dan banyak juga yang belum berhasil, tetapi kita tidak boleh 

langsung menganggap mediasi di pengadilan agama Makassar tidak efektif 

karena banyak faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi 

tersebut.” 
54

 

Disini ia menjelaskan bahwa orang tidak boleh langsung menganggap 

mediasi di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena kita tidak tau apa 

faktor dan masalah yang terjadi. Mediasi di Pengadilan Agama Makassar itu 

efektif apabila ditinjau dari segi prosedur jika mediasi telah dilaksanakan, tetapi 

tidak efektif dari segi hasil karna banyaknya sengketa ekonomi syariah yang tidak 

berhasil berhasil di mediasi. Dalam penyelesaian sengketa tetapi keberhasilannya 

tergantung pada beberapa faktor. Beberapa mediasi mungkin gagal karena 

kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terkait, 

ketidakmampuan mediator untuk menfasilitasi proses yang baik, atau 

ketidaksepakatan dalam menggapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua 

pihak. Itulah yang menyebabkan Tidak efektifnya mediasi karena adanya 

beberapa faktor yang tidak diteliti dan tidak mencari solusi dari beberapa faktor 

tersebut yang menyebabkannya mediasi itu. 
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Ada banyak manfaat mediasi, Lebih ringkasnya jangka waktu yang 

ditempuh akan membuat biaya operasional akan jauh lebih rendah,  dan 

selanjutnya membuat tumpukan perkara di pengadilan menjadi berkurang. 

Mediasi adalah suatu kewajiban harus dilakukan kepada para pihak yang 

berperkara, jika tidak melakukan mediasi maka perkara akan dilanjutkan. Sama 

halnya dalam sebuah pertandingan akan ada yang menang dan akan ada kalah. Itu 

apabila mediasi tidak berhasil dan sudah pasti akan membuang-buang waktu dan 

apabila mediasi berhasil akan dibuatkan akta perdamaian yang selanjutnya 

dibuatkan juga akta putusan perdamaian yang sifatnya sudah membentuk putusan 

akhir. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian yang didasar pada bab-bab 

yang telah dibahas pada bagian sebelumnya: 

1. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terbagi 

menjadi 2 tahapan ialah:  Tahapan Pramediasi dan tahapan proses mediasi. 

Hal ini sesuai dengan PERMA NO 1 TAHUN 2016.  

a. Pada Tahapan Pramediasi sebagai berikut: Pertama, hakim pemeriksa 

perkara memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai agenda 

mengapa harus melalui mediasi dan langkah-langkah prosedur mediasi. 

Kedua, para pihak selanjutnya menandatangani formulir penjelasan mediasi 

yang telah disediakan. Ketiga, para pihak kemudian disuruh memilih 

mediator dari daftar yang telah ditunjukkan.  

b. Pada Tahapan Proses mediasi ini Pertama, pada rencana awal para pihak 

bertemu dengan mediator untuk membuat jadwal mediasi. Kemudian 

mediator akan memperkenalkan diri kepada para pihak, lalu menjelaskan 

kepada para pihak arah dan tujuan mediasi, disaat itu juga mediator 

memerintahkan para pihak untuk menyiapkan resume perkara yang akan 

dibicarakan di hari berikutnya. Kedua, setelah itu pada pertemuan 

selanjutnya para pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator lalu 

mediator melakukan mediasi dengan mendiskusikan berbagai topik 

permasalahan yang dialami para pihak selama diskusi. Ketiga, ketika proses 
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mediasi selesai yang telah dilakukan para pihak dan mediator, maka 

selanjutnya mediator akan menangkap kesimpulan dari mediasi yang telah 

dilakukan. Keempat, Apabila mediator telah menyimpulkan hasil mediasi 

antara para pihak, selanjutnya melaporkan hasil mediasi kepada majelis 

hakim pemeriksa perkara untuk di proses lebih lanjut. 

2. Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak 

boleh langsung menganggap mediasi di Pengadilan Agama Makassar tidak 

efektif karena kita tidak tau apa faktor dan masalah yang terjadi. Mediasi di 

Pengadilan Agama Makassar itu efektif apabila ditinjau dari segi prosedur 

jika mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak efektif dari segi hasil karna 

banyaknya sengketa ekonomi syariah yang tidak berhasil berhasil di 

mediasi. Tidak efektifnya mediasi karena adanya beberapa faktor yang tidak 

diteliti dan tidak mencari solusi dari beberapa faktor tersebut yang 

menyebabkannya mediasi itu. 

B. Saran  

1. Guna mengoptimalkan proses mediasi, pengadilan agama Makassar 

merupakan salah satu lembaga peradilan yang menyelenggarakan mediasi 

sengketa ekonomi syariah harus meningkatkan edukasi dan bersosialisasi 

atau Penyuluhan hukum terkait PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur 

Mediasi. 

2. Penegakan hukum terhadap para pihak yang tidak beritikad baik. Sehingga 

menghilangkan kebiasaan masyarakat yang melanggar kesepakatan pada 

saat mediasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.  
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